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Abstrak
 

Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber

data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen. Perselisihan jual beli yang tejadi dapat diselesaikan

dengan dua cara yaitu penyelesaian di muka pengadilan atau penyelesaian di luar pengadilan. Proses

penyelesaian di muka pengadilan membutuhkan dana dan waktu yang tidak sedikit sehingga proses

penyelesaian menjadi tidak efektif. Berbeda dengan penyelesaian di luar pengadilan yang dilakukan dengan

cara damai dan sukarela. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian jual beli telepon

umum tunggu ini antara PT AC sebagai pihak pertama atau pembeli dan PT BS sebagai pihak kedua atau

penjual sepakat untuk menyelesaikan masalah perselisihan jual beli ini secara damai dan sukarela.

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahannya adalah mengapa perjanjian damai yang

dibuat oleh notaris merupakan alternatif untuk menyelesaikan perselisihan jual beli telepon umum tunggu,

bagaimana kekuatan hukum akta perjanjian perdamaian terhadap para pihak yang berselisih. Sebagai

jawaban atas permasalahan pertama adalah karena penyelesaian perselisihan jual beli yang dilakukan

dengan cara musyawarah dan mufakat adalah cara yang paling efektif sehingga perjanjian perdamaian yang

dibuat oleh Notaris dijadikan alternatif penyelesaian perselisihan jual beli ini.

 

Untuk jawaban atas permasalahan kedua adalah akta perjanjian damai yang dibuat oleh Notaris dianggap

sebagai akta otentik, dimana setiap akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material.

Sehingga keberadaan akta perjanjian perdamaian yang dibuat secara otentik dianggap mempunyai kekuatan

mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan

kembali.
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